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TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM (Figh Jinayah)

A. Definisi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Figh
Jinayah)
1. Definisi Tindak Pidana

Kata al-jinayat (pidana) merupakan bentuk jamak dari kata jinayah. Kata itu
berasal dari kata jana-yajni yang berarti “mengambil”. Istilah jana ats-tsamrah
(mengambil buah) digunakan jika seseorang memetik langsung buah dari pohon.
Sedangkan istilah jana ‘alaa qoumihi jinayatan dapat digunakan jika seseorang
berbuat dosa terhadap kaumnya, namun jika ia membuat kesalahan atau dosa, wajib
dikenakan sanksi.

Al-jinayat dalam definisi syar’i mempunyai makna, yaitu setiap pekerjaan
yang diharamkan. Makna pekerjaan yang diharamkan tersebut adalah setiap
pekerjaan yang dilarang syar’i karena akan timbulnya dampak negatif, karena
bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.*

Fugaha mengkategorikan tindakan pidana menjadi dua. Pertama, pidana
yang berhubungan dengan hak tuhan. Kedua, pidana yang mewajibkan gisas, yaitu
tindakan yang berkaitan dengan hak manusia. Maksudnya adalah tindakan pidana

yang berhubungan dengan pembunuhan atau pencederaan tubuh. Semua hal ini

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 4, Tejemahan Abu Aulia Rahman dan Abu Syaugina,
(Bandung: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 271
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terangkum dalam pokok dan asas maslahat dharuri (primer) yang wajib dipelihara
untuk eksistensi generasi dan kehidupan sosial manusia.

Pada umumnya dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering kali
digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa
kata jinayah yang digunakan para fugaha’ adalah sama dengan yang diartikan dalam
istilah jarimah. Adapun pengertian jinayah menurut bahasa adalah nama dari hasil
suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta apa yang di usahakannya,
sedangkan menurut istilah jinayah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang
oleh syara’, baik perbuatan tersebut berhubungan dengan jiwa, harta, dan yang
lainnya. Sedangkan istilah Jarimah adalah segala larangan syara’ yaitu melakukan
hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam
dengan hukuman had atau ¢a zir.?

Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan yang dilarang atau
meninggalkan perbuatan yang diperintan oleh syara’. Dapat diartikan bahwa
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman
yang ditentuakan oleh syari’at adalah suatu kejahatan. Definisi tersebut mengandung
arti bahwa tiada suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali suatu hukuman yang
khusus untuk suatu perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syari’at.’

Dalam arti yang luas istilah jinayah ialah menunjukkan segala sesuatu yang

ada hubungannya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu.

2 Rahmad dan Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
h 13
* Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 19



39

Sedangkan jarimah dalam arti luas ialah identik dengan pengertian dalam hukum
positif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.”

Menurut imam Abu Hanifah jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang
diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan fa’zir, larangan-larangan
tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan
perbuatan yang diperintahkan.”

Suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu jarimah ialah apabila perbuatan
tersebut berhubungan dengan tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Apabila
perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyrakat baik
jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat,
nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi
keberadaannya. Artinya, jarimah adalah akibat dari suatu perilaku tersebut yang
menyebabkan kepada pihak lain, baik yang berbentuk material (jasad, nyawa atau
harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gangguan non fisik seperti
ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.®

Dari semua definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan

keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana.

4 -

Ibid, h. 21
® A.Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 1-2
® Ibid, h. 17
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2. Definisi Pencurian

Menurut bahasa, pencurian adalah mengambil sesuatu yang dalam kategori
baik berbentuk harta benda atau lainnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi,
dan dilakukan dengan suatu taktik. Adapun, “Istaraga as-sam 'a” adalah mempunyai
arti mendengarkan (menguping). Kemudian dikatakan, “mencuri pandangan” jika
nafsu menipu mata untuk terus memandang.” Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT.

berfirman:

(oY)

-

N N P T (TR

Artinya:

“Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat)
lalu dikejar oleh semburan api yang terang.” (Qs. al-Hijr : 18)

Di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diterangkan bahwa mencuri dan
mencuri-curi bermakna, “ Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak
sah, dan biasanya dengan sembunyi-sembunyi, dan mencuri-curi bermakna
melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui oleh
orang lain>>.8

Sedangkan menurut istilah atau syara’, pencurian itu adalah perbuatan

seseorang yang dalam keadaan sadar dan orang tersebut sudah dewasa mengambil

harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat

’ Sayyid Sabiqg. Op.Cit. h. 241
® https://kbbi.web.id/curi. html, diakses pada 24 Oktober 2017. 12:10 Wib
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penyimpanannya dengan cara atau taktik yang tidak dibenarkan oleh hukum dan
tidak disebabkan oleh syubhat. Secara sembunyi-sembunyi yang dimaksud ini ialah
perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum dan tindakan dari perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang
serta akan diancam dengan ketentuan pidana.

Sama halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga
disebut dengan istilah pencurian yang sering kali disebut dengan istilah jarimah
sarigah. Sarigah menurut terjemahan dari bahasa Arab berarti pencurian. Sedangkan
menurut etimologi, pencurian adalah melakukan suatu tindakan yang merugikan
orang lain dengan cara mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Kata sarigah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu barang atau lainnya
yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Imam lbnu
Rusyid merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-
sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan
mengambil harta secara sembunyi-sembunyi secara kejahatan, yang kadar dari benda
yang dicurinya yaitu seperempat dinar, yang dilakukan oleh orang mukallaf dari
tempat penyimpanannya.’

Di dalam hukum pidana Islam jarimah sarigah dapat dilihat dari dua
definisi, diantaranya adalah:

1. Menurut bahasa pencurian yaitu mengambil suatu barang atau lainnya dengan

sembunyi-sembunyi.

% Masrum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta, 1991), h. 95
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2. Menurut istilah pencurian yaitu seseorang yang mengambil barang (harta) orang
lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang

sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak ada unsur syubhatnya.

Menurut pendapat Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain
dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai dalam
menjaga barang tersebut. Adapun maksud dari definisi tersebut menjelaskan
perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang
dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak

dipercayai menjaganya.*°

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Sama halnya dengan hukum pidana positif di Indonesia, hukum pidana
Islam juga mengatur tentang tindak pidana pencurian atau jarimah sarigah dan
hukum pidana Islam mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah
oleh siapapun, karena jarimah sarigah merupakan jarimah yang termasuk dalam
jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sarigah adalah Allah AWT

berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 berikut:

s Dor Ao

. a 1,4&1,4 L\ IEAZ B TEW P . 8. =Fe PRI PaTe
(D) A8 e ATy BT 50 SSE LIS L Hi gl T5akasls 5, L2015 6, LA

1% 1bid, h. 96
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Artinya:
“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya

(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. Al-Maidah : 38).

Jika harta yang diambilnya tidak dimiliki oleh orang lain atau diambil secara
terang-terangan atau harta itu tidak berada di dalam tempat penyimpanannya yang

aman, maka pencuri tersebut tidak dikenai sanksi potong tangan.

Dalam aksi perampasan misalnya, sang pelaku mengambil harta pemiliknya
di depan orang lain (secara terang-terangan), bisa jadi sang korban atau orang lain
mengambil kembali harta itu secara paksa dari tangan pelaku atau bersaksi di depan

hakim hingga harta itu dikembalikan kepada orang yang berhak.

Namun hal itu berbeda dengan seorang pencopet yang mengambil harta
ketika seseorang dalam keadaan lengah. Jadi kondisi itu, tidak terlepas dari
kelengahan dan ketidakwaspadaan pemilik barang tersebut karena apabila mereka
waspada, hal itu akan dapat dihindari dan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, suatu
tindakan pencopetan tidak disamakan dengan tindakan seorang pencuri, tetapi lebih
mirip dengan penghianat. Selain itu, pencopet biasanya mengambil harta yang tidak
terletak di tempat penyimpanan yang semestinya. Jadi pelakulah yang membuat
seseorang lupa dan lengah dengan barang miliknya, kemudian pelaku akan
melancarkan aksinya ketika kita benar-benar dalam keadaan lengah. Kelengahan ini,
masih bisa dihindari sedemikian rupa oleh masing-masing dari pemilik harta itu

sendiri. Pelakunya tidak berbeda jauh dengan perampas.



44

Berbeda lagi dengan seseorang yang mengambil barang milik orang lain
secara gasab. Pelakunya lebih tidak berhak diberlakukan sanksi ini secara akal,
namun akan tetap diberlakukan hukuman lain baginya. Hukuman yang dimaksud itu

dapat berupa pukulan peringatan, penjara, atau denda dengan sejumlah uang.**

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak
pidana atau jarimah baik yang secara umum mauapun yang secara khusus. Secara
umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam Islam, adapun secara
khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat
dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara
umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur yang diterapkan dalam
masyarakat diantaranya ialah:

1. Unsur formil (Rukun Syar i)

Adanya suatu nash atau suatu ketetapan yang menunjukkan bahwasannya
perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan perinsip
yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak akan bisa terjadi sebelum
ada suatu pernyataannya didalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai
tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2. Unsur materil (Rukun Maddi)

! Sayyid Sabiq. Op.Cit. h. 242
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Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan
atau adanya yang membentuk tindak pidana baik yang berupa perbuatan nyata
maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moril (Rukun Adabi)

Yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Adapun unsur ini
menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah
baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (lIkhtiyar). Dengan demikian
unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan
atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.*?

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang
merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang
ada pada masing-masing suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus jarimah

sarigah antara lain yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tanpa
sepengetahuan dan izin korban. Misalnya, seseorang yang mengambil harta dari
rumah orang lain ketika pemilik rumah tidak ada dirumah atau sedang tidur. Akan
tetapi jika pengambilan harta tersebut dilakukan dihadapan pemiliknya atau tanpa
kekerasan , maka perbuatannya tersebut ialah digolongkan dengan ikhtilas, bukannya

pencurian.

12 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ull
Press Yogyakarta, 2001), h. 9-10
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Pengambilan harta harus dilakukan secara sempurna. Jadi, sebuah perbuatan
tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang
tersebut. Pengambilan terhadap suatu harta haruslah memenubhi tiga syarat berikut:

1. Pencuri harus mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya
yang disiapkan untuk memeliharanya.

2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari wilayah kekuasaan si korban.

3. Barang yang dicuri tersebut telah masuk kedalam kekuasaan si pencuri.®™

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pengambilan harta dianggap tidak
sempurna sehingga hukumannya hanya takzir, bukan potong tangan. Barangsiapa
yang mengelilingi rumah untuk mengambil barang dari rumah tersebut lalu
tertangkap pada saat sedang mengumpulkan barang tersebut maka perbuatan tersebut
belum dianggap mengambil barang secara sembunyi-sembunyi. Demikian halnya
orang yang masuk kedalam kandang untuk mencuri binatang ternak lalu kemudian
melepaskan ikantan ternak tersebut atau naik kepunggungnya dan kemudian
tertangkap sebelum keluar dari kandang maka belum dianggap sebagai mengambil
barang secara sembunyi-sembunyi. Alasannya, orang tersebut belum mengeluarkan
barang curiannya dari tempat penyimpanan. Selama barang belum keluar dari tempat
penyimpananya, barang tersebut belum keluar dari kekuasaan korban dan belum
masuk kedalam kekuasaan si pencuri.

Berdasarkan syarat ini seorang pencuri harus mengambil barang curiannya

secara sempurna, adapun pelaku dalam keadaan tersebut tidak dipotong tanngannya.

3 A Hanafi. Op.Cit. h. 81
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Setiap usaha yang disebut sebagai persiapan pencurian harus dijatuhi hukuman
takzir, bukan potong tangan.

Istilah mengambil secara sembunyi-sembunyi dalam hukum Islam tidak ada
bedanya dengan istilah ikhtilas dalam hukum konvensional. Agar ikhtilas menjadi
sempurna, hukum pidana Mesir dan Perancis mensyaratkan sesuatu barang yang
dicuri haruslah keluar dari wilayah kekuasaan korban dan masuk kedalam wilayah
kekuasaan pelaku. Ini berarti hukum Islam mensyaratkan lebih dari yang disyaratkan
hukum konvensional, yaitu pelaku harus mengeluarkan barang yang dicuri dari
tempat penyimpanannya, sedangkan hukum konvensional tidaklah mensyaratkan
barang tersebut diambil dari tempat penyimpananya.

Hukum Islam juga mempunyai kesamaan dengan hukum pidana Mesir dan
Perancis yang berkenaan dengan tindak pidana ikhtilas. Hukuman atas ikhtilas adalah
takzir, bukanlah potong tangan. Suatu perbuatan dianggap ikhtilas sempurna jika
pelaku telah mengeluarkan barang yang telah ia rampas dari wilayah kekuasaan
korban dan memasukkan barang curian tersebut kedalam wilayah kekuasan si
pencuri.

2. Barang yang dicuri harus berupa harta bernilai

Barang yang dicuri haruslah berupa harta bernilai (maal mutagawwan). Saat
ini, tidak ada sasaran pencurian selain harta. Pada masa sebelum masa perbudakan
dihapuskan, hukum Islam menyatakan bahwa budak lelaki dan budak perempuan
menjadi sasaran pencurian karena mereka dianggap harta dan bisa dimanfaatkan

sebagaimana harta lainnya meskipun mereka adalah manusia. Oleh sebab itu setelah
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perbudakan dihapuskan, maka manusia tidak mungkin dijadikan sasaran pencurian
lagi.
3. Barang yang dicuri milik orang lain

Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik
orang lain. Namun jika barang yang diambil tersebut milik si pencuri, perbuatannya
tidak dianggap pencurian walaupun si pelaku mengambilnya secara sembunyi-
sembunyi.

Kepemilikan pencuri terhadap barang curian yang dimaksud disini adalah
kepemilikan pada saat pencurian dilakukan. Jika barang tersebut ia miliki sebelum
terjadi pencurian lalu barang tersebut keluar dari kepemilikannya sebelum terjadi
pencurian, ia harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian yang ia
lakukan dan dikenai hukuman potong tangan. Namun jika sebelum terjadi pencurian
barang tersebut bukan miliknya dan pada saat terjadi pencurian barang tersebut
menjadi miliknya, si pencuri tidak dikenai hukuman.

Perlu dicatat, gugurnya suatu hukuman potong tangan tidak berarti
membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Pelaku tetap harus bertanggung
jawab dan tetap dijatuhi hukuman takzir sebagai ganti dari hukuman potong tangan.
Para ulama menyatakan bahwa barang yang dicuri harus harta yang maksum
(terlindungi). Jika barang yang bukan maksum, hukumnya menjadi mubah dan
mengambilnya tidak dihukumi mencuri, misalnya harta kafir harbi dan harta pelku

pemberontakan.
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa secara istihsan, tidak ada hukuman
potong tangan dalam pencurian harta orang kafir harbi yang memiliki jaminan
keamanan walaupun hukum kias menetapkan hukuman potong tangan atas pencurian
harta yang dilindungi. Tidak adanya hukuman potong tangan disebabkan karena
orang harbi tersebut mendapat ‘ismah dari perlindungan yang diberikan kepadanya.

Alasan istihsan disini, barang tersebut adalah harta yang memiliki syubhat
kemubahannya atau memiliki boleh diambil karena orang kafir harbi yang memiliki
jaminan keamanan termasuk warga negara non-Islam. Jadi, ia masuk ke negara Islam
hanya untuk memenuhi keperluannya dan kembali ke negaranya dalam waktu
singkat. Keberadaannya sebagai warga negara non-Islam melahirkan syubhat
kemubahan dalam hartanya karena pada dasarnya, harta orang tersebut adalah mubah
(halal).

Berbeda halnya dengan kafir zimi. Mereka termasuk warga negara Islam
dan mendapat manfaat ‘smah dari jaminan keamanan yang permanen. Jadi,
perlindungan terhadap darah dan hartanya merupakan perlindungan yang abadi dan
total serta tidak ada syubhat di dalamnya.

4. Berniat melawan hukum

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap pencurian kecuali
jika pelaku berniat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku
mengambil sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya
haram. Selain itu, ia mengambil dengan niat memiliki barang tersebut tanpa

sepengetahuan dan izin korban.
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Siapa yang mengambil sesuatu dengan keyakinan bahwa dengan mengambil
barang tersebut hukumnya boleh atau menduga bahwa barang tersebut sudah
ditinggalkan, ia tidak dijatuhi hukuman. Ini dikarenakan tidak adanya niat melawan
hukum dan ia mengambil dengan dugaan bahwa ia dibolehkan mengambil barang.

Siapa yang mengambil sesuatu tanpa tujuan ingin memiliki, misalnya
mengambil sesuatu untuk mengamati atau menggunakan barang tersebut lalu
mengembalikannya, mengambil untuk mempromosikannya, atau mengambil karena
menduga korban sudah menyetujui, ia tidak dianggap mencuri karena tidak
mempunyai niat melawan hukum.

Adanya niat melawan hukum dan mengambil secara sembunyi-sembunyi
tidak cukup menjadi dasar untuk memberi hukuman potong tangan. Ada beberapa
unsur lain yang harus dipenuhi. Dengan demikian, orang yang mencuri tidak mutlak
dijatuhi hukuman potong tangan.

Disini dijelaskan bahwasannya hukuman potong tangan tidak berlaku atas
orang gila atau anak dibawah umur yang belum mumayiz jika mereka mengambil
harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud ingin memilikinya.
Orang gila, idiot, dan anak dibawah umur termasuk golongan yang tidak dikenai
hukuman potong tangan. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi jatuhnya hukuman
takzir, misalnya anak yang berusia antara tujuh sampai lima belas tahun. Tidak ada

hukuman atas mereka kecuali hukuman yang sifatnya mendidik.**

% sayyid Sabiq, Op.Cit. h. 248
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Hukuman juga tidak berlaku atas pencurian yang terjadi karena terpaksa,
baik secara materil maupun moril. Tidak ada hukuman atas orang yang dipaksa

mencuri dibawah ancaman atau diancam dibunuh jika tidak mencuri.

D. Syarat Barang-Barang yang Dicuri

Supaya si pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang

dicuri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta yang Dicuri Harus Barang yang Bisa Dipindahkan/Bergerak
(Manqul)

Pencurian harus terjadi pada harta yang bisa dipindahkan/bergerak karena
definisi pencurian menuntut barang yang dicuri dipindahkan dan dikeluarkan dari
tempat penyimpanannya serta dipindahkan dan dikeluarkan dari kekuasaan korban
kedalam kekuasaan pelaku. Hal demikian tidak mungkin terjadi kecuali pada harta
yang bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain.

Harta yang dicuri itu dianggap bisa dipindahkan apabila ia bisa dipindahkan.
Dalam kata lain disni bukan sifat harta tersebut yang bisa dipindahkan, melainkan
perbuatan pelaku atau orang laian yang bisa memindakan barang tersebut. Orang
yang mengambil kayu, atap, rumah atau menghancurkan tembok dan mengambil
reruntuhannya sudah dianggap mencuri barang yang bisa dipindahkan walaupun

rumabh tersebut dianggap barang yang tidak bergerak atau tetap.
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Barang yang dimaksudkan bisa dipindahkan haruslah bersifat material,
seperti uang atau kayu. Barang tersebut bisa berupa benda padat, seperti besi, benda
cair seperti air, atau benda gas, seperti gas untuk kompor. Harta yang bersifat
maknawi tidak bisa dijadikan sasaran pencurian karena hanya dianggap hak, yang
pada dasarnya tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain baik hak
perseorangan maupun hak kebendaan. Misalnya kertas-kertas yang berisi ketetapan
atas hak-hak yang maknawi tersebut sudah termasuk barang yang bisa dipindahkan.
Oleh sebab itu, pencurian dianggap terjadi atas kertas tersebut, bukan atas hak-hak
yang terkandung didalamnya.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketetapan yang menghalangi untuk
menjadikan kekuatan alamiah dan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan,
menjadi objek pencurian, contohnya, cahaya, panas, dingin, air, dan udara. Ini
dikarenakan menguasai hal-hak tersebut mungkin saja bisa terjadi. Penguasaan dan
eksploitasi atas sesuatu yang menjadikan objek tersebut sebagai barang yang bisa
dipindahkandan pencurinya harus dihukum layaknya orang yang mencuri harta yang
bisa dipindah-pindahkan. Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi untuk
menjadikan arus listrik sebagai objek pencurian karena memakai, menguasai, dan

memindahkannya ketempat lain dan hukumnya itu adalah suatu kemungkinan.®™

!> A Hanafi. Op. Cit. h. 103
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2. Harta yang Dicuri Harus Barang yang Berharga/Bernilai (Mal

Mutagawwam)

Barang yang dicuri harus berupa barang dengan harga mutlak, tidak
relatif/nisbi. Jika harganya bersifat relatif, pencuri tidak dijatuhi hukuman potong
tangan, tetapi takzir. Contohnya adalah minuman keras dan daging babi, yang tidak
ada nilainya bagi orang Islam, tetapi tidak demikian menurut nonmuslim. Dengan
demikian, nilai kedua barang tersebut bersifat nisbi, tidak mutlak.

Berkurangnya nilai inilah yang memunculkan syubhat dan menghalangi
hukuman potong tangan. Sisi syubhatnya adalah tidak adanya nilai barang,
sedangkan hukuman hudud harus dihapuskan jika adanya syubhat. Hukuman ini
berlaku tanpa melihat apakah pemilik barang maupun pencurinya muslim ataupun
nonmuslim karena yang dipertimbangkan disini hanyalah ada atau tidaknya nilai
barang yang dicuri.

Istilah barang yang mempunyai nilai berasal dari Imam Abu Hanifah,
sedangkan ketiga imam lainnya menggunakan istilah barang yang mempunyai
kehormatan. Ulama Zaidiyah menyatakan bahwa barang yang dicuri harus sesuatu
yang bisa dimiliki. Sebab, mereka menggunakan istilah barang yang mempunyai
nilai dan barang yang tidak mempunyai nilai. Semua istilah yang dipakai oleh para
ulama tersebut mempunyai arti yang sama.

Disamping mensyaratkan barang yang dicuri harus memiliki nilai, Imam

Abu Hanifah juga menyatakan bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai dimata
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manusia, yaiatu barang yang berat untuk mereka lepas atau mereka berikan. Ini
menunjukkan bahwa barang tersebut bernilai tinggi dan sangat penting bagi si
pemilik barang tersebut. Jika barang tersebut dianggap rendah oleh manusia, berarti
Ia tergolong barang rendah dan hina.

Imam Abu Hanifah menjadikan barang yang rendah sebagai sesuatu yang
menyerupai barang yang bisa menghalangi pencurinya dari hukuman hudud dan
hanya dijatuhkan hukuman takzir. Atas dasar ini, hukuman tidak berlaku atas
pencurian seonggok tanah, rumput, ilalang, kayu bakar dan sejenisnya. Biasanya,
manusia tidak menganggap barang-barang tersebut sebagai barang berharga dan
tidak berat melepasnya karena menganggap barang-barang tersebut tidak memiliki
nilai. Menurutnya, hukuman potong tangan juga tiak berlaku dalam tindak pidana
pencurian kerikil, batubata, keramik (gerabah), dan sejenisnya karena dianggap
barang tersebut bernilai rendah.

Tetapi ulama Zahiriyah tidak berpendapat bahwa pencuri wajib dipotong
tangannya dalam pencurian minuman keras dan daging babi. Dalam pencurian
bangkai, mereka berpendapat bahwa wajib memberlakukan hukuman potong tangan
karena setelah disamak, kulit bangkai tersebut tetap menjadi hak pemiliknya

sehingga ia berhak memanfaatkannya dan menjualnya.
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3. Harta yang Dicuri Harus Berada di Tempat Penyimpanan

Pada umumnya seluruh fukaha menyatakan bahwa agar pencuri dijatuhi
hukuman potong tangan, dan barang yang dicuri harus berada di tempat
penyimpanan.

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa Rasulullah SAW melarang
menjatuhkan hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian buah yang
masih berada dipohon dan sekelompok kambing yang diambil dari padang
pengembalaan kecuali buah tersebut telah menempati tempat penyimpanan atau
kambing itu telah menempati kandang. Selain itu, pencurian menuntut pengambilan
secara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil bukan dari tempat penyimpanan
tidak perlu dilakukan sembunyi-sembunyi. Karenanya, unsur suatu pencurian
tidaklah terpenuhi. Hukuman potong tangan juga diwajibkan untuk melindungi harta
pemiliknya dari sifat tamak para pencuri akan harta orang lain. Rasa tamak tersebut
bermula dari kecenderungan ingin memiliki harta. Biasanya, harta yang tidak
disimpan tidak sedikitpun menimbulkan gejolak ingin memiliki. Oleh karena itu
hukuman potong tangan tidak diberlakukan dalam pencurian barang yang tidak
disimpan.’®

Ada dua macam tempat penyimpanan menurut beberapa fukaha

a. Disimpan karena berada di suatu tempat (hirz bil makan) atau karena dirinya

sendiri (hirz bi nafsih)

1® A Hanafi. Op. Cit. h. 137
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Ini adalah pendapat Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, yang
dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah setiap tempat yang dipersiapkan untuk
menyimpan dan tidak seorang pun diperbolehkan masuk tanpa seizin pemiliknya.
Kemudian tempat penyimpanan berupa tempat yang dibangun, baik dengan pintu
tertutup atau terbuka, berpintu maupun tidak. Ini karena semua bangunan, apapun
bentuknya, dibuat untuk melindungi. Menurut Imam Malik ia tidak menyatakan
bahwa tempat menambat, kandang, lumbung dan tempat istirahat hewan haruslah
berupa bangunan atau dibentengi. Suatu tempat bisa dianggap sebagai tempat
penyimpanan karena tempat tersebut dipersiapkan untuk menyimpan harta atau biasa
diigunakan untuk menyimpan barang tanpa perlu dipagari bangunan, benteng, dan
sejenisnya.*’

Menurut Imam Asy-Syafi’l dan Ahmad bin Hanbal, tempat penyimpanan
adalah setiap tempat berupa bangunan yang dikunci, yang dipersiapkan untuk
melindungi harta, seperti rumah, toko, atau gudang. Menurutnya, suatu tempat
dianggap tempat penyimpanan jika memenuhi dua syarat. Pertama, tempat tersebut
harus berada di wilayah padat penduduk. Jika berada diluar pemukiman penduduk, di
desa, atau terpisah dari bangunan walaupun berada di dalam perkebunan, tempat
tersebut tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan. Kedua, tempatnya harus
tertutup. Jika pintunya terbuka, tidak berpintu, ada lubang ditemboknya, atau roboh

sebagian, ia tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tidak

7 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” Al-Jinaiy Al-Islami, Juz II. Tejemahan . Tim Salisah
(Bogor: PT.Kharisma llmu, Tanpa Tahun), h. 103



57

harus dibangun dengan batu atau batu bata, tetapi cukup dari bahan yang biasa
dipakai dan digunakan untuk suatu banguanan seperti tanah, kayu, kayu gergajian,

rotan atau kayu bakar.™®
b. Tempat penyimpanan karena ada penjagaan atau karena faktor lainnya

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat ini harus dipenuhi oleh setiap tempat
yang tidak dipersiapkan untuk menyimpan dimana semua orang diperbolehkan
masuk tanpa izin, seperti masjid dan jalan umum. Jika tidak ada orang yang menjaga
tempat tersebut hukumnya sama dengan padang pasir. Namun jika ada yang
menjaga, hukumnya sama dengan tempat penyimpanan. Karena itu, tempat ini sama
dengan hirz bi gairih atau bersetatus tempat penyimpanan karena adanya orang lain,
yaitu orang yang menjaganya. Contohnya seseorang yang mengosongkan mobilnya
di jalan umum lalu orang tersebut meninggalkannya tanpa ada orang yang menjaga
mobil tersebut maka mobil tersebut tidak dalam setatus disimpan. Akan tetapi jika
orang tersebut menempatkan orang lain untuk menjaga mobil tersebut, maka mobil
itu bersetatus disimpan.*®

Imam mazhab yang tiga berpendapat bahwa pencuri seluruh atau sebagian
tempat penyimpanan harus dipotong tangannya. Menurut mereka, tempat
penyimpanan dianggap sebagai barang yang disimpan jika itu ditempati. Namun

menurut Imam Malik, dinding adalah barang yang disimpan karena adanya

¥ Ibid h.114
¥ 1bid h.115
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bangunan, pintu adalah barang yang disimpan karena ditempelkan dan disebut

barang yang disimpan karena apabila ditempati.”°
4. Harta yang Dicuri Mencapai Nisab

Meskipun mayoritas fugaha sepakat untuk mensyaratkan nishab dalam
potong tangan, namun mereka berbeda pendapat mengenai batas dan kadar nisab.
Imam Malik berpendapat bahwa hukuman potong tangan diwajibkan dalam
pencurian tiga dirham perak dan atau seperempat dinar emas. Jika yang dicuri bukan
emas atau perak dan harga tiga dirham berbeda dengan harga seperempat dinar,
barang curian diukur dengan standar dirham (perak), bukan dengan emas.

Imam asy-Syafi’l berpendapat bahwa yang mendasari pengukuran nilai
barang adalah emas. Seperempat dinar merupakan asal tiga dirham. Dengan
demikian, hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam pencurian yang
mencapai seperempat dinar. Jika barang yang dicuri bukan emas, maka barang
tersebut diukur dengan emas. **

Mazhab Hanbali mempunyai satu pernyataan. Pernyataan tersebut ialah ia
mengatakan bahwa nisab yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah
seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, atau barang selain keduanya yang
bernilai tiga dirham. Kemudian Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa

nisab yang mewajibkan potong tangan adalah sepuluh dirham atau sama dengan satu

% pid. h.135
! Ibid. h.138
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dinar. Hukum potong tangan tidak berlaku dalam pencurian yang kurang dari
sepuluh dirham.?

Tangan seorang yang melakukan tindakan pencurian tidak akan dipotong
3

kecuali bila telah mencapai kadar satu nisab, yaitu ¥ dinar atau tiga dirham. 2

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:
z 7 K = I (ERA
e Lad s i)y (i plass
Artinya:

“Tangan harus dipotong karena mencuri % dinar atau lebih.” (HR. Muslim)

Jika nisab tidak bisa dicapai oleh dirinya sendiri dan bisa dicapai dengan
menguatkan barang lain yang menyertainya, nisab disempurnakan dengan
mengikutkan barang tersebut dan hukum potong tangan pun berlaku. Hukum yang
sama berlaku jika masing-masing dari dua barang tidak sampai nisab saat dihitung
sendiri-sendiri. Dalam kondisi ini, salah satunya menyempurnakan yang lain dan

pencuri tetap akan dikenai hukuman potong tangan.?*

22 B
Ibid. h.138
% |bnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa lbnu Taumiyah, Terjemahan Ahmad Syaikhu, (Jakarta:
Darul Hag, 2005), h. 268

? Sayyid Sabiq. Op.Cit. h. 245
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E. Tindak pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)

Ada beberapa bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam yang
berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai dari barang yang
diambil terdiri dari:

1. Pencurian yang harus dikenai hukuman fa zir (sanksi dari penguasa)

Pencurian yang harus dikenai sanksi ¢a zir adalah pencurian yang dilakukan
olen seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap.
Maksudnya ialah apabila penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian itu
tidak dikenakan hukuman had melainkan hanya dikenai sanksi saja.?®

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan
tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman
potong tangan. Pencurian yang dilakukan pada buah-buahan yang masih tergantung
pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tersebut melainkan
memakannya ditempat.?®
2. Pencurian yang harus dikenai hukuman had

Pencurian yang dapat dikenai hukuman had padalah pencurian yang
dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi.
Adapun ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

Ada beberapa sifat ataupun kriteria bagi pelaku pencurian yang sangat perlu

diperhatikan sebelum sanksi potong tangan diberlakukan, diantaranya:

% A Hanafi. Op. Cit. h. 98
% Ibid, h. 102
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1. Taklif (berakal dan baligh)

Pelaku pencurian haruslah berakal dan baligh. Orang yang hilang akal (gila)
dan anak kecil tidak dikenakan sanksi potong tangan bila mereka melakukan
pencurian karena mereka tidak disebut mukalaf. Sebagai gantinya, seorang anak
kecil yang melakukan pencurian hanya diberikan peringatan saja. Pelaku pencurian
tersebut tidak disyaratkan harus beragama Islam. Jika seorang dzimmi atau murtad
melakukan pencurian, maka mereka tetap dikenakan sanksi, sebagaimana seorang
dzimmi yang mencuri.

2. Tidak dipaksa

Maksudnya, seorang pelaku pencurian melakukan tindakan pencurian
berdasarkan keinginannya sendiri. Namun jika ia dipaksa untuk mencuri, maka ia
tidak dibebankan sanksi mencuri karena pemaksaan menafikan keinginan, dan
penafian keinginan menggugurkan taklif.

3. Tidak ada syubhat pada harta yang dicuri

Jika ada syubhat pada harta yang dicuri tersebut, maka ia tidak dikenakan
sanksi. Seperti halnya orang tua yang mencuri harta anaknya. Hal ini juga berlaku
sebagaimana seorang anak yang mencuri harta orang tuanya (salah satu atau
keduanya) ia tidak dikenakan sanksi mencuri karena biasanya anak dimudahkan
untuk memiliki sebagian harta orang tuanya.Hal ini juga berlaku bagi kakek (dari

garis ayah atau ibu), karena ia juga disebut ayah (jauh). Dari sini diketahui bahwa
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sanksi ini tidak berlaku bila pencurian terjadi pada garis nasab vertikal (ayah, kakek,

dan seterusnya ke anak, cucu, dan sebagainya).?’
Kemudian bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu:
1. Pencurian kecil (sarigah al-sugra)

Pencurian kecil (sarigah al-sugra) yaitu pencurian biasa yang hanya wajib
dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana Islam sarigah al-
sugra biasa dikenal dengan sarigah saja dan seperti diketahui bahwa ancaman
hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa

adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian itu berubah menjadi besar.
2. Pencurian besar (sarigah al-kubra)

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan
(mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga hirabah (perampokan).
Hukuman had dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan
pencurian (sughra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat

sebelum mereka dapat ditangkap.?®

F. Pertanggungjawaban dan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Sama halnya dengan hukum positif, di dalam hukum pidana Islam juga

terdapat pemidanaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam,

%7 Sayyid Sabiq. Op.Cit. h. 248
%8 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jina'I al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994),
h.515
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penggolongan hukum pidana Islam ada hubungannya antara hukuman yang satu
dengan hukuman yang lain, diantaranya yaitu;

1. Hukuman pokok (al- ‘uqubah al-asliyyah)

Hukuman pokok adalah hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti

gishash pada hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.

2. Hukuman pengganti (al- ‘uqubah al-badaliyah)

Hukuman pengganti adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok
yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Seperti hukuman ta zir pada
pelaku jarimah had tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya unsur kesamaan

atau syubhat.

3. Hukuman tambahan (al- ‘uqubah al-taba ‘iyyah)

Hukuman tambahan adalah hukuman yang diberikan untuk mengiringi
hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh waris tidak dapat warisan dari harta

sikorban yang dibunuh.

4. Hukuman pelengkap (al- ‘ugubah al-takmiliyyah)

Hukuman pelengkap ini bertujuan untuk melengkapi hukuman pokok yang

telah dijatuhkan namun harus melalui suatu keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti
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pemecatan suatu jabatan bagi seorang pegawai karena melakukan suatu tindakan

kejahatan tertentu.?®

Tujuan dari pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan
umat dan mencegah kedzaliman atau kemudaratan. Seperti juga dalam hukuman
pidana positif, hukum pidana Islam juga mengenal teori pemidanaan dan merupakan
tujuan dari pemidanaan, yaitu:

1. Pembalasan (retribution)

Teori ini menetapkan bahwa hukuman wajib dilaksanakan jika suatu
kejahatan telah dilaksanakan dan telah juga terbukti. Namun didalam teori ini perlu
diperhatikan suatu hal, yaitu al-afwan (permaafan), permaafan dapat dilakukan oleh
ahli waris korban. Seperti dalam gisas meskipun seseorang berhak menuntut

pembalasan, tetapi jika dia memaafkan maka hal itu diperkenankan.
2. Pencegahan (deterence)

Salah satu dari tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera
kepada pelaku tindak pida dan juga untuk melakukan pencegahan, baik pencegahan
terhadap pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa terhadap orang lain,

maupun terhadap korban agar dapat lebih berhati-hati kedepannya.

% Rahmad Hakim. Op.Cit. h. 68
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3. Perbaikan (reformation)

Menurut hukum pidana Islam, suatu perbuatan pencurian telah dilakukan
oleh seseorang, maka wajib baginya hukuman had dilakukan terhadap pelakunya.
Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur
tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat
dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (sarigah al-
tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman
potong tangan dan hukumkan berupa keharusan mengembalikan harta yang telah

dicuri.

Hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakuksan pencurian sudah

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

= /7,.:/} 2 -

T S e A A 52 S5 LS, 13 Gdionl 152086 5 JLET; BT
Artinya:
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38).
Jika ada bukti yang menunjukkan aksi pencurian, maka pelaku pencurian

tersebut wajib dikenakan sanksi. batas tangan yang dikenai sanksi adalah
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pergelangan tangan atau sebatas telapak tangan. Hal ini sesuai dengan keterangan
ayat diatas.

Permberian maaf dari pihak korban atau dari pihak hakim tidak diterima
lagi pada saat itu. Sebagaimana tidak diperkenankannya sanksi ini diganti dengan
sanksi lain yang lebih ringan daripada potong tangan atau sekadar dilahirkan

pelaksanaan sanksi ini dan atau digugurkan begitu saja.*’

Menurut beberapa fugaha pelaksanaan hukuman potong tangan yang
dilakukan hanya sekali, adapun jika melakukan pencurian lagi maka pelaku tersebut

dikenakan hukuman ta zir.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’l hukuman potong tangan dilakukan
pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki
kiri, kemudian melakukan pencurian ketiga dipotong tangan Kiri, selanjutnya
pencurian yang ke empat dipotong kaki kanan dan apabila tetap melakukan
pencurian maka hukumannya dipenjara hingga pelaku tersebut bertaubat. Namun
pendapat lain seperti pendapat Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong
tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, kemudian jika melakukan
kedua kalinya dipotong kaki kiri dan jika pelaku pencurian melakukan perbuatannya
untuk ketiga kalinya maka dipenjara sampai pelaku bertaubat.®* Pelaku pencurian

harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri.Namun apabila harta yang dicuri

% sayyid Sabiqg. Op.Cit. h. 267
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sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain, maka

pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang yang telah dicurinya tersebut. *

Jika hasil curian masih berada ditangan pencuri, maka si pencuri wajib
mengembalikan harta curian tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila harta curian
rusak ditangan pencuri, maka pencuri tersebut wajib menggantinya selain dijatuhi
hukuman potong tangan. Sebab kedua hal ini tidak saling menafikan antara satu
dengan yang lain karena “jaminan” (ganti rugi) merupakan pemenuhan hak manusia,
sedangkan “pemberlakuan sanksi” merupakan pemenuhan hak Allah. Oleh karena
itu, keduanya tidak saling bertentangan, sebagaimana halnya seseorang yang

diwajibkan membayar diat sekaligus kafarat.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang sudah dicuri dan ganti rugi
serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pencurian, para fugaha masih berbeda
pendapat. Menurut Imam Syafi’l dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat
bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan
sanksi potong tangan. Adapun alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah
melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak
umum dan hamba (hak individu) berupa pengambilan harta. Namun menurut Imam
Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan

mengembalikan harta yang dicuri apabila pelaku tersebut telah dihukum potong

%2 A.Djazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), h. 82
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tangan, karena beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan
keharusan mengembalikan harta yang telah dicuri dan hanya keharusan potong
tangan saja. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa
pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan

mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi.

G. Hikmah Pensyariatan Hukuman Potong Tangan

Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari pemberlakuan sanksi itu yang
tidak ada dalam sanksi kriminal lainnya adalah “Allah menjaga harta dengan jalan
memberlakukan sanksi bagi pencuri dengan potong tangan. Hal ini tidak
diberlakukannya pada tindak kriminal lain seperti pada pencopetan, penjambretan,
dan gashab, karena semua tindakan itu masih dikategorikan “sedikit” dibanding
pencurian. Selain itu, tindakan kriminal selain pencurian juga banyak yang dapat
ditangani langsung oleh pemerintah daerah dengan bantuan barang bukti, berbeda
dengan pencurian. Bukti pencurian relatif sulit ditemukan. Sehingga layak

berimplikasi serius dan bersanksi tinggi, untuk ‘memperkuat’ larangan”.?’4

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pelaku suatu tindak pidana dapat
dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan didalam Undang-undang, apabila
telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun unsur
khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat. Seperti tindak pidana pencurian

yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini
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tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman had seperti yang telah ditentukan
didalam Al-Qur’an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak
pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat
dikenakan hukuman apabila telah baligh, berakal, mempunyai kemampuan berfikir

dan memiliki kebebasan berbuat.

Seorang anak tentu belum balig, belum mempunyai kemapuan berfikir dan
belum memilki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman had

potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sarigah.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian, dan tidaklah
memenuhi unsur dan syarat yang dapat dikenakan hukuman had potong tangan, akan
tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senlai harta yang dicuri dan
dapat dikenai hukuman ta zir sebagai pengganti hukuman had potong tangan untuk

pengajaran.®

% Ahmad Azhar Basyir . Op.Cit. h. 34-35



